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BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI POSO
NOMOR 1 2  TAHUN 2020

TENTANG

URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAFIA ESA

BUPATI POSO,

a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2016
Tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat D e w a n
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota,
maka uraian tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah perlu discsuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

1. Undang-Undang N o m o r  2 9  Ta h u n  1 9 5 9  t en tang
Pembentukan Daerah Tingkat I I  d i  Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958  Nomor 7 4 ,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

2. Undang-Undang N o m o r  2 3  Ta h u n  2 0 1 4  t e n t a n g
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9  Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun  2015  Nomor 5 8 ,
Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor
5679); •

3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 8  Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016
tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Nagara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1910);

6. Peraturan Daerah  Nomor  1 3  Ta h u n  2 0 1 6  t e n  tang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
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Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan
Lemabaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 7111);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Menetapkan
DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Sekretariat D e w a n  Perwaki lan R a k y a t  Daerah  a d a l a h

Sekretariat DPRD Kabupaten Poso.
2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah Kabupaten

yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD Kabupaten adalah
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah Kabupaten
Poso.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Poso.

4. Perangkat Dacrah yang selanjutnya disingkat P D  adalah
unsur pembantu Bupa t i  d a n  Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah K a b u p a t e n  d a l a m  penyelenggaraan U r u s a n
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Bagian ada lah  Bag ian  d i  l ingkungan Sekretariat DPRD
Kabupaten Poso.

6. Anggaran Pendapatan d a n  Belanja Daerah, selanjutnya
disingkat A P B D  a d a l a h  r e n c a n a  keuangan  t a h u n a n
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama
oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan
peraturan daerah.

7. Kebijakan U m u m  APBD yang selanjutnya disingkat KUA
adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan,
belanja, dan  pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya
untuk periode 1 (satu) tahun.

8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya
disingkat PPAS adalah rancangan program priori tas d a n
patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada
SKPD u n t u k  s e t i a p  p r o g r a m  sebaga i  a c u a n  d a l a m
penyusunan RKA-SI PD sebeium disepakati dengan DPRD.

9. Surat  Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya
disingkat SPP-LS ada lah  dokumen y a n g  d ia jukan o l e h
Bendahara Pengeluaran u n t u k  permintaan pembayaran
langsung kepada Pihak Ketiga atas dasar perjanjian kontrak
kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji
dengan j u m l a h ,  p e n e r i m a ,  p e r u n t u k a n ,  d a n  w a k t u
pembayaran te r ten tu  y a n g  dokumennya disediakan o leh
pejabat pelaksana teknis kegiatan.

10. Surat Pe rm in taan  Pembayaran U a n g  Pe rsed ian  yang
selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan
oleh Bendahara Pengeluaran untuk  perrruntaa.n uang muka
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r krrja Fang bersifat pengistan kembali (revolving) yang tidak
dapat dilakukan dengan pernbavaran langsung.

H. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang
selanjutnya d i s i ngka t  SPP-GU a d a l a h  dokumen  y a n g
diajukan o leh Bendahara Pengeluaran u n t u k  permintaan
pengganti u a n g  persediaan yang  t idak  dapat  di lakukan
dengan pembayarar. langsung.

12. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan
yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang
diajukan o lch  Bendahara Pengeluaran u n t u k  permintaan
tambahan u a n g  perscdian g u n a  mclaksanakan kegiatan
SKPD yang bersifat mcndesak dan t idak dapat digunakan
untuk pembayaran langsung dari uang persediaan.

13. Surat Per in tah  Membayar  Langsung y a n g  selanjutnya
disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA,
KPA un tuk  penerbitan SP2D atas bcban pengeluaran DPA-
SKPD kepada pihak ketiga.

14. Barang M i l i k  Daerah selanjutnya disingkat B M D  adalah
seluruh aset milik Pcmerintah Kabupaten Poso.

15. Tenaga A h l i  adalah sekelompok orang yang mempunyai
kemampuan dalam disiplin i lmu tertentu untuk membantu
alat kelengkapan DPRD dalam pelaksanaan fungsi  ser ta
tugas d a n  wewenang DPRD dimana kriteria, jumlah dan
pengadaaan tenaga a h l i  dilaksanakan sesuai  ketentuan
perv.ndang-undangan.

16. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan Pegawai
Negeri Sipil yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan
pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

17. Pemerintah D a e r a h  a d a l a h  B u p a t i  s e b a g a i  u n s u r
pcnyelenggara pemer in tahan  d a e r a h  y a n g  m e m i m p i n
pelaksanaan u r u s a n  p e m e r i n t a h a n  y a n g  m e n j a d i
kewenangan daerah otonom.

18. Daerah adalah Kabupaten Poso.
19. Bupati adalah Bupati Kabupaten Poso.
20. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Poso.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari :
a. Sekretaris DPRD;
h. Bagian Umum dan Keuangan, membawahi:

1. Sub Bagian Program dan Keuangan;
2. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
3. Sub Bagian Rumah Tangga.

C. Bagian Persidangan dan Pcrundang-Undangan, membawahi:
I. Sub Bagian Kajian Perundang-Undangan;
2. Sub Bagian Persidangan dan Risalah; dan
3. Sub Bagian Humas, Protokolcr dan Publikasi;

d. Bagian F a s i l i t a s i  Penganggaran  d a n  Pengawasan ,
membawahi;
1. Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran;
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e.

2. S u b  F3agian Fasililasi Pengawasan; dan
3. S u b  Bagian Kcrjasama dan Aspirasi.
Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB i II
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
SEKRETARIAT DPRD

Pasal 3

(1) Sekretariat D P R D  m e m p u n y a i  t u g a s  m e l a k s a n a k a n
pelayanan administ ras i  dan  pemberian dukungan te rhada
pelaksanaan t u g a s  d a n  f u n g s i  D P R D  d i b i d a n g  legis lasi ,
penganggaran dan pengawasan.

(2) Dalam melaksanakan t u g a s  sebagaimana d imaksud  p a d a
ayat (1), Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan dan perumusan kebi jakan teknis pemerintah

daerah d a l a m  r a n g k a  p e l a y a n a n  a d m i n i t r a s i  d a n
pemberian d u k u n g a n  pe laksanaan  t u g a s  d a n  f u n g s i
DPRD;

b. penyelenggaraan fasi l i tasi  pelaksanaan tugas  dan  fungs i
DPRD dibidang legislasi, penganggaran dan pengawasan;

c. penyelcnggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
d. penyelenggaraan administasi keuangan DPRD;
e. pengoordinasian pe laksanaan t u g a s  d a n  f u n g s i  D P R D

dengan pemerintah daerah;
f. pengoordinasian rencana kegiatan alat -  alat ke lengkapan

DPRD;
g. penyediaan d a n  pengkoord inas ian  t e n a g a  a h l i  y a n g

diperlukan oleh DPRD; dan
h. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh p impinan yang

berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Kedua
Bagian Umum dan Keuangan

Pasal 4

(1) Bagian U m u m  d a n  k e u a n g a n  m e m p u n y a i  t u g a s
melaksanakan administrasi  kesekretariatan DPRD d i  B idang
Program dan Keuangan, Tata Usaha dan Kepegawaian, serta
Rumah Tangga di Lingkungan Sekretariat DPRD.

(2) Dalam melaksanakan t ugas  sebagaimana d imaksud  d a l a m
ayat (1),  Bag ian  U m u m  d a n  Keuangan menyelenggarakan
fungsi:
a. penyelenggaraan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
b. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian Sekretariat DPRD;
c. pelaksanaan pengelolaan administrasi keanggotaan DPRD;
d. pelaksanaan f a s i l i t a s i  p e n i n g k a t a n  k a p a s i t a s  a n g g o t a

DPRD;
e. pengelolaan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;

penyediaaan fasil itasi fraksi DPRD;
I
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g. pelaksanaan pengadaan d a n  pemeliharaan kebutuhani
rumah tangga serta sarana dan prasarana DPRD;
pengelolaan aset yang menjadi tanggungjawab DPRD;
pelaksanaan penyusunan perencanaan a n g g a r a n
Sekretariat DPRD;

j, pengevaluasian perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
k. pelaksanaan verifikasi perencanaan kebutuhan rumah

tangga dan perlengkapan Sekretariat DPRD;
1. pelaksanaan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;

pelaksanaan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota
dan Sekretariat DPRD;

n. pengoordinasian pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
o. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan

Sekretariat DPRD;
p. pelaksanaan evaluasi  l aporan  pertanggungjawaban

pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
q. pengoordinasian d a n  evaluasi  l a p o r a n  keuangan

Sekretariat DPRD;
r. penyelcnggaraan eva luas i  pengadministrasian d a n

akuntansi keuangan Sekretariat DPRD;
s. pelaksanaan penyusunan laporan kinerja dan anggaran

Sekretariat DPRD; dan
t. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang

berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 1
Sub Bagian Program

Dan Keuangan

Pasal 5

(1) Sub Bagian Program d a n  Keuangan mempunyai tugas
melaksanakan n e n y u  sun an d a n  pengoordinasian
pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD di bidang perencanaan
dan pengelolaan keuangan.

(2) Uraian tugas Sub Bagian Program dan Keuangan meliputi:
a. merencanakan kegiatan S u b  bagian Program d a n

Keuangan berdasarkan Program kerja Bagian Umum dan
Keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menyusun bahan perencanaan Sekretariat DPRD sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman
pelaksanaan penyusunan;

c. menyusun RKA, DPA dan DPPA berdasarkan peraturan
yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan
Sekretariat DPRD;

d. menyusun perencanaan kcbutuhan rumah tangga DPRD
sesuai prosedur d a n  ketentuan yang berlaku dalam
rangka pelaksanaan tugas DPRD yang lebih efektif dan
efisien;

e. menyusun perencanaan k e b u t u h a n  perlengkapan
sekretariat DPRD berdasarkan prosedur yang berlaku
dalam rangka pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD yang
lebih efektif dan efisien;
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f. melakukan v e r i f i k a s i  pertanggungjawaban k e u a n g a n
berdasarkan pe ra tu ran  y a n g  be r l aku  d a l a m  r a n g k a
penggunaan anggaran yang akuntabel;

g. melakukan pengoordinasian pengajuan
UP/GU/TU/LS s e s u i  p rosedu r  y a n g  S P P  d a n  SPMberlaku u n t u kkelancaran pelaksanaan tugas;

h. melakukan ver i f i kas i  perencanaan kebu tuhan
tangga DPRD berdasarkan peraturan yang berlaku agar
data kebutuhan rumah tangga valid dan akuntabel;
melakukan verifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat
DPRD berdasarkan peraturan yang  ber laku agar  da ta
kebutuhan perlengkapan valid dan akuntabel;

penatausahaanrencanaj. menyusun  k e u a n g a n
berdasarkan p r o s e d u r  d a n  ke ten tuan  y a n g  b e r l a k u
:ebagai pedoman pelaksanaan tugas;

k. menyusun pengadministrasian dan pembukuan keuangan
berdasarkan p r o s e d u r  y a n g  b e r l a k u  sebagai  b a h a n
penatausahaan keuangan dan tertib administrasi;

1. me lakukan  pengoordinasian pelaksanaan be lan ja  d a n
pertanggungjawaban keuangan  sesua i  p rosedur  y a n g
berlaku untuk  efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;

m. melakukan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan
Sekretariat DPRD berdasarkan peraturan yang ber laku
dalam rangka penggunaan anggaran yang akuntabel;

n. melakukan anal is is  laporan keuangan sesuai peraturan
yang b e r l a k u  s e b a g a i  b a h a n  p e n y u s u n a n  l a p o r a n
keuangan Sekretariat DPRD;

o. melakukan analisis laporan kinerja sesuai peraturan yang
berlaku sebaga i  b a h a n  l a p o r a n  penyusunan  k i n e r j a
Sekretariat DPRD;

p. menyusun l a p o r a n  pe r tanggung jawaban  e v a l u a s i
pengelolaan k e u a n g a n  sesua i  p rosedur  y a n g  b e r l a k u
sebagai bahan pelaksanaan evaluasi;

q. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Program
dan Keuangan dengan cara  mengidentif ikasi hambatan
yang a d a  d a l a m  r a n g k a  p e r b a i k a n  k i n e r j a  d i m a s a
mendatang;

r. melaporkan pe laksanaan  b a s i l  keg ia tan  S u b  B a g i a n
Program d a n  Keuangan sesuai dengan tugas yang telah
dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabil i tas kinerja
dan acuan penyusunan rencana kegiatan mendatang; dan

s. melaksanakan tugas kedinasan la in  yang diberikan oleh
pimpinan baik l isan maupun tertulis.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

dan Keixgawaian

Pasal 6

(1) Sub Bagian Ta ta  Usaha dan Kepegawaian mempunyai  tugas
melaksanakan penge lo laan  a d m i n i s t r a s i  p e r k a n t o r a n  d i
Lingkungan Sekretar ia t  DPRD yang  mel ipu t i  kegiatan t a t a
usaha umum, persuratan, kepegawaian, dan kearsipan.

Dipindai dengan CamScanner



•

(2) Uraian tugas Sub  Bagian Ta ta  Usaha dan  Kepegawaian

a. merencanakan kegiatan S u b  Bagian Ta ta  Usaha d a n
Kepegawaian berdasarkan program kerja Bagian Umum
dan Keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. melakukan pengelolaan surat-menyurat dan naskah dinas
Sekretariat DPRD dan pimpinan DPRD sesuai prosedur
yang berlaku agar administrasi terlaksana dengan benar
dan balk;

c. melakukan p c  igelolaan k e a r s i p a n  d i  L i n g k u n g a n
Sekretariat DPRD sesuai prosedur yang berlaku aga r
tersedia dokurnen y a n g  d a p a  t d igunakan  a p a b i l a
dibutuhkan dimasa mendatang;

d. melakukan pengelolaan d a n  penyusunan administrasi
kepegawaian sesuai  ketentuan y a n g  ber laku sebagai
bahan informasi pelaksanaan manajemen kepegawaian c•
Lingkungan Pemerintah Daerah;

e. melakukan kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian
sesuai prosedur d a n  ketentuan yang  ber laku d a l a m
rangka pelaksanaan fasilitasi pengelolaan administrasi
kepegawaian;

f. melakukan penyiapan bahan administrasi kepegawaian
sesuai p rosedu r  y a n g  b e r l a k u  u n t u k  ke lanca ran
pelaksanaan tugas;

g. melakukan ana l i s i s  kebu tuhan  d a n  merencanakan
penyediaan tenaga ahl i  sesuai peraturan yang ber laku
dalam rangka pelaksanaan tugas DPRD yang lebih efektif
c'an efisien;

h. melakukan penyiapan bahan administrasi pembuatan
daftar U ru t  kepangkatan dan  formasi pegawai sesuai
ketentuan yang bcrlaku u n t u k  pembinaan k a r i r  d a n
prestasi pegawai di Lingkungan Sekretariat DPRD;

i. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan S u b  Bagian Ta t a
Usaha dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada  dalam rangka perbaikan k ine r ja
dimasa mendatang;

j. melaporkan pelaksanaan hasil kegiatan Sub Bagian Tata
Usaha dan Kepegawaian sesuai dengan tugas yang telah
dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja
dan acuan penyusunan rencana kegiatan mendatang; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan baik Iisan maupun tertulis.

Paragraf 3
Sub Bagian Rurnah Tangga

Pasal 7

(1) Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan, fasi l i tas i ,  d a n  pemel iharaan s a r a n a  d a n
prasarana DPRD dan Sekretariat DPRD.

f2) Uraian tugas Sub Bagian Rumah Tangga meliputi:
a. merencanakan kegiatan S u b  Bag ian R u m a h  Tangga

berdasarkan program kerja Bagian Umum dan Keuangan
sehagai pedoman pelaksanaan tugas;
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mengatur dan memelihara kebersihan kantor, halaman
(Ian Inman d i  Lingkungan Sekretariat DPRD sesuai
prosed r r r y a n g  ber laku  a g a r  tercipta kebersihan

inengat ur. d i n  mengelola keamanan d i  Lingkungan
Sekretariat DPRD sesuai prosedur yang berlaku agar
tercipta kcamanan d a n  kenyamanan d i  Lingkungan
Sekrctariat DPRD;

d. melakukan fasilitasi penyiapan tempat dan sarana rapat
dan pertemuan berdasarkan prosedur yang berlaku untuk
kelancaran pclaksanan kcgiatan;

c. melakukan pelaksanaan pengadaan barang dan  jasa
kebu t u ha n perlengkapan sekretariat D P R D  sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk efektifitas
dan efisiensi pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD;

f. melakukan pcndistribusian d a n  pengendalian bahan
perlengkapan d i  Lingkungan Sekretariat DPRD sesuai
prosedur y a n g  ber laku  u n t u k  t e r t i b  administrasi
pengclolaan perlengkapan;

ng. mcnyusun p e r c n c a n a a  p e m e l i h a r a a n la
perlengkapan sesuai prosedur yang berlaku alas-alas
informasi d a n  bahan pertimbangan pimpinan dalam
penyusunan keb'ituhan perlengkapan Sekretariat DPRD;

h. melakukan penyediaan, pengurusan, penyimpanan dan
penggunaan barang scsuai prosedur dan ketentuan yang
berlaku untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;

i. melakukan pemeliharaan kendaraan dinas di Lingkungan
Sekretariat DPRD sesuai prosedur y a n g  berlaku a g a r
kendaraan lebih terkendali dan terpelihara;

j. mengatur penggunaan kendaraan d i n a s  d a n  p a r a
pengcmudi s e s u a i  prosedur y a n g  ber laku u n t u k
kelancaran pelaksanaan tugas DPRD dan  Sekretariat
DPRD;

k. melakukan pemeliharaan sarana, prasarana dan gedung
sesuai prosedur yang berlaku agar tetap terjaga dengan
baik;

1. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Rumah
Tangga dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada
dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;

m. melaporkan pelaksanaan hasi l  kegiatan S u b  Bagian
Rumah Tangga  sesuai  dengan t u g a s  y a n g  t e l a h
clilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja
dan acuan penyusunan rencana kegiatan mendatang; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian Ketiga
Bagian Persidangan

dan Perundang-Undangan

Pasal 8

(1) Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan mempunyai
tugas melaksanakan fasilitasi, verifikasi dan pengoordinasian
penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD di  bidang Kajian

t

• I
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Perundang-undangan, Persidangan dan  Risalah, Humas,
Protokol dan Publikasi.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bagian Persidangan dan  Perundang-undangan
rnefiyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan kajian perundang-undangan;
b. pelaksanaan fasilitasi penyusunan program pembentukan

peraturan daerah;
c. pelaksanaan fasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan

draf Raperda inisiatif;
d. pelaksanaan verifikasi, evaluasi dan  analisis produk

penyusunan peraturan perundang-undangan;
e. pelaksanaan pengumpulan bahan penyiapan draf Raperda

Inisiatif;
f. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan persidangan;
g. penyusunan risalah rapat;
h. pengoordiansian pembahasan Raperda;
i. pelaksanaan verifikasi, koordinasi dan evaluasi Daftar

Inventaris Masalah (DIM) dan risalah rapat;
j. penyelenggaraan hubungan masyarakat;
k. penyelenggaraan publikasi;
1. penyelenggaraan keprotokolan; dan
m. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang

berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 1
Sub Bagian

Kajian Perundang-undangan

Pasal 9

(1) Sub Bagian Kajian Perundang-undangan mempunyai tugas
melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi
DPRD di bidang perundang-undangan;

(2) Uraian tugas  S u b  Bagian Kaj ian Perundang-Undangan
meliputi:
a. merencanakan hegiatan Sub Bagian Kajian Perundang-

Undangan berdasarkan program kerja Bagian Persidangan
dan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

b. melakukan kajian perundang-undangan sesuai peraturan
yang berlaku dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi
produk hukum daerah;

c. menyiapkan dan menyusun konsep bahan penyusunan
Naskah Akademik sesuai ketentuan yang berlaku sebagai
informasi dan pedoman DPRD dalam pelaksanaan tugas
dan fungsinya;

d. menyiapkan d a n  menyusun bahan  analisis p roduk
penyusunan perundang-undangan sesuai prosedur dan
ketentuan yang berlaku sebagai bahan DPRD dalam
pelaksanaan fungsi legislasi;

n. menyusun konsep bahan penyiapan Draf Perda Inisiatif
sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan DPRD
dalam pembahasan dan pengesahan perda;
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e. menyusun rancangan bahan pembahasan Perda sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan pembahasan;

f. menyiapkan d a n  menyusun bahan Daftar  Inventarisir
Masalah (DIM) sesuai prosedur dan ketentuan sebagai
bahan dan data DPRD dalam penyusunan Perda;

g. melakukan koordinasi  dengan instans i /un i t  ker ja/PD
terkait sesuai prosedur yang berlaku un tuk  kelancaran
pelaksanaan tugas;

h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Kajian
Perundang-Undangan d e n g a n  c a r a  mengidenti f ikasi
hambatan y a n g  a d a  da lam rangka perbaikan k iner ja
dimasa mendatang;

i. melaporkan pelaksanaan hasil kegiatan Sub Bagian Kajian
Perundang-Undangan sesuai dengan tugas yang telah
dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja
dan acuan penyusunan rencana kegiatan mendatang; dan

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 2
Sub Bagian Persidangan

dan Risalah

Pasal 10

(1) Sub Bagian Persidangan d a n  Risalah mempunyai tugas
melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi
DPRD di bidang persidangan dan risalah.

(2) Uraian tugas Sub Bagian Persidangan dan Risalah meliputi:
a. merencanakan kegiatan S u b  Bagian Persidangan d a n

Risalah berdasarkan program kerja Bagian Persidangan
dan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

b. menyusun rencana program, jadwal rapat dan sidang
DPRD sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk
menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan;

c. menyusun risalah, notulen dan catatan rapat-rapat sesuai
ketentuan y a n g  ber laku sebagai dokumentasi d a n
rumusan hasil rapat;

d. menyiapkan materi/bahan rapat sesuai ketentuan yang
berlaku agar  kegiatan terlaksana dengan efektif dan
efisien;

e. melakukan fasilitasi rapat- rapat DPRD sesuai prosedur
yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;

f. menyiapkan bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja
DPRD sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan
DPRD dalam penyusunan rencana kerja;

g. melakukan koord inasi  dengan ins tans i /un i t  ker ja /PD
terkait sesuai p  osedur yang berlaku un tuk  kelancaran
pelaksanaan tugas;

h. mengevaluasi p e l a k s a n a a n  k e g i a t a n  S u b  B a g i a n
Persidangan d a n  Risalah dengan cara  mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di
masa mendatang;
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i. melaporkan pelaksanaan has i l  kegiatan S u b  Bagian
Persidangan dan Risalah sesuai dengan tugas yang telah
dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja
dan acuan penyusunan rencana kegiatan mendatang; dan

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 3
Sub Bagian Humas, Protokol

dan Publikasi

Pasal 11

(1) Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi mempunyai tugas
melaksanakan fasilitasi penvelenggaraan tugas dan fungsi
DPRD di bidang humas, protokol dan piblikasi.

(2) Uraian tugas Sub  Bagian Humas, Protokol dan Publikasi
meliputi:
a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Humas, Protokol dan

Publikasi berdasarkan program kerja Bagian Persidangan
dan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

b. menyusun b a h a n  komunikas i  d a n  pub l ikas i  sesua i
ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyebarluasan
informasi hasil kegiatan DPRD kepada masyarakat;

c menyusun rancangan administrasi kunjungan kerja DPRD
sesuai p r o s e d u r  y a n g  b e r l a k u  u n t u k  ke lancaran
pelaksanaan kegiatan DPRD;

d. menyusun bahan keprotokolan pimpinan DPRD sesuai
prosedur yang  ber laku sebagai pedoman pelaksanaan
tligas;

e. melakukan penyusunan rencana kegiatan DPRD sesuai
prosedur y a n g  be r l aku  sebagai b a h a n  penyampaian
informasi dan jadwal kegiatan DPRD;

f. menyusun rencana keprotokolan pimpinan DPRD sesuai
ketentuan y a n g  ber laku a g a r  pelaksanaan kegatan
berjalan lancar;

g. melakukan koordinasi dengan instansi/unit  kerja/PD
terkait sesuai prosedur yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Humas,
Protokol d a n  Publikasi dengan cara  mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja d i
masa mendatang;

i. melaporkan pelaksanaan has i l  kegiatan S u b  Bagian
Humas, Protokol dan Publikasi sesuai dengan tugas yang
telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas
kinerja d a n  a c u a n  penyusunan rencana  kegiatan
mendatang; dan

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis.
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Bagian Keempat
Bagian Fasilitasi

Penganggaran dan Pengawasan

Pasal 12

(1) Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai
tugas melaksanakan fasilitasi, verifikasi dan pengoordinasian
penyelenggaraan t u g a s  d a n  f u n g s i  D P R D  d i  b i d a n g
penganggaran, pengawasan, aspirasi dan kerjasama.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
menyelenggrakan fungsi:
a. pelaksanaan fasil i tasi, verifikasi, d a n  pengoordinasian

pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan;
b. pelaksanaan fasi l i tasi,  verif ikasi d a n  pengoordinasian

pembahasan APBD/ APBD Perubahan;
c. pelaksanaan fasil i tasi, verif ikasi d a n  pengoordinasian

pembahasan Raperda pertanggung jawaban pelaksanaan
APBD;

d. pelaksanaan fasil i tasi, verif ikasi d a n  pengoordinasian
pembahasan laporan realisasi APBD semester pertama
dan progonis enam bulan berikutnya;

e. pelaksanaan fasil i tasi, verif ikasi d a n  pengoordinasian
pembahasan laporan keterangan pertangggungjawaban
Bupati;

f. pelaksanaan fasil i tasi, verif ikasi d a n  pengoordinasian
pembahasan terhadap t indak lanjut  basil pemeriksaan
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;

g. pelaksanaan fasil i tasi, verif ikasi d a n  pengoordinasian
aspirasi masyarakat dalam proses pembentukan kebijakan
Pemerintah Daerah;

h. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan evaluasi rumusan
rapat dalam rangka pengawasan;

i. pelaksanaan fasil i tasi, verif ikasi d a n  pengoordinasian
pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;

j. pelaksanaan fasil i tasi, verif ikasi d a n  pengoordinasian
dukungan pengawasan penggunaan anggaran;

k. pelaksanaan fasi l i tasi,  verif ikasi d a n  pengoordinasian
pengawasan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah;

1. pelaksanaan fasi l i tasi,  veri f ikasi d a n  pengoordinasian
penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD;

m. pelaksanaan fasi l i tasi,  veri f ikasi d a n  pengoordinasian
persetujuan kerjasama daerah; dan

n. pelaksanaan fungsi la in  yang diberikan oleh pimpinan
yang berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf I
Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran

Pasal 13

(1) Sub Bag ian  Fasi l i tas i  Penganggaran mempunyai  t u g a s
melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi
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DPRD d a l a m  pe laksanaan  pengawasan d i  b i d a n g
penganggaran.

(2) Uraian tugas Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran meliputi:
a. merencanakan k e g i a t a n  S u b  B a g i a n  F a s i l i t a s i

Penganggaran berdasarkan  p r o g r a m  k e r j a  B a g i a n
Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. vienyusun rencana pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS
Perubahan sesuai prosedur dan ketentuan yang b e r l a k u A
sebagai pcdoman pelaksanaan kegiatan;

c. melakukan p e n y i a p a n  d a n  p e n y u s u n a n  b a h a n
pembahasan APBD/APBD Perubahan d a n  Raperda
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai ketentuan
yang ber laku  sebagai bahan  DPRD d a n  kelancaran
pelaksanaan pembahasan;

d. melakukan p e n y i a p a n  d a n  p e n y u s u n a n  b a h a n
pembahasan laporan realisasi APBD semester pertama
dan prognosis enam bulan berikutnya sesuai ketentuan
yang ber laku  sebagai bahan  DPRD d a n  kelancaran
pelaksanaan pembahasan;

e. melakukan p e n y i a p a n  d a n  p e n y u s u n a n bahan
pembahasan laporan keterangan pertanggung jawaban
kepala daerah sesuai ketentuan yang berlaku sebagai
bahan DPRD dan kelancaran pelaksanaan pembahasan;

f. melakukan p e n y i a p a n  d a n  p e n y u s u n a n  b a h a n
pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksanaan
BPK RI sesuai ketentuan yang berlaku bahan DPRD dan
kelancaran pelaksanaan pembahasan;

g. melakukan koordinasi dengan instansi /uni t  ker ja /PD
terkait sesuai prosedur yang berlaku untuk  kelancaran
pelaksanaan tugas;

h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Fasilitasi
Penganggaran dengan cara  mengidentifikasi hambatan
yang a d a  da lam  rangka perbaikan k iner ja  d i  m a s a
mendatang;

i. melaporkan pelaksanaan h a s i l  kegiatan S u b  Bag ian
Fasilitasi Penganggaran sesuai dengan tugas yang telah
dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja
dan acuan penyusunan rencana kegiatan mendatang; dan

j. melaksanakan t t  gas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 2
Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan

Pasal 14

(1) Sub B a g i a n  Fas i l i tas i  Pengawasan mempunya i  t u g a s
melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi
DPRD dalam pelaksanaan pengawasan kebijakan pemerintah
daerah.

(2) Uraian tugas Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan meliputi:
a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan

berdasarkan p r o g r a m  k e r j a  B a g i a n  F a s i l i t a s i

4
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Penganggaran d a n  Pengawasan sebagai p e d o m a npelaksanaan tugas;
b. melakukan p e r  -4kajian u l a n g  rumusan  r a p a t  sesuai

ketentuan y a n g  be r l aku  d a l a m  rangka  pelaksanaan
pengawasan DPRD;

c. menyiapkan dan menyusun rancangan bahan rapat- rapat
internal D P R D  sesua i  prosedur  d a n  ketentuan yang
berlaku a g a r  d a l a m  r a n g k a  efektivitas d a n  efesiensi
pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;

d. melakukan analisis bahan pelaksanaan penegakan kode
etik DPRD berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai
bahan penyusunan pedoman DPRD dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya;

e. menyusun b a h a n  pengawasan pelaksanaan kebi jakan
pemerintah daerah berdasarkan peraturan yang berlaku
sebagai d a t a  d a n  informasi  DPRD dalam pelaksanaan
pengawasan;

f. me lakukan  koord inas i  dengan ins tans i /un i t  ker ja /PD
terkait sesuai prosedur yang berlaku u n t u k  kelancaran
pelaksanaan tugas;

g. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Fasilitasi
Pengawasan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang
ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

h. melaporkan pelaksanaan h a s i l  kegiatan S u b  Bag ian
Fasilitasi Pengawasan sesuai dcngan tugas yang telah
dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja
dan acuan penyusunan rencana kegiatan mendatang; dan

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 3
Sub Bagian Fasilitasi Kerjasama

dan Aspirasi

Pasal 15

(1) Sub Bagian Fasil i tasi Kerjasama dan Aspirasi mempunyai
tugas melaksanakan p e n y e l e n g g a r a a n  tugas dan
fungsi DPRD di bidang kerjasama dan aspirasi.

(2) Uraian tugas Sub Bagian Fasilitasi Kerjasama dan Aspirasi
meliputi:
a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Fasilitasi Kerjasama

dan Aspirasi berdasarkan program kerja Bagian Fasilitasi
Penganggaran d a n  Pengawasan  s e b a g a i  p e d o m a n
pelaksanaan tugas;

b. melakukan fasi l i tasi  reses DPRD sesuai prosedur dan
ketentuan yang  ber laku u n t u k  kelancaran pelaksanaan
tugas D P R D  d a l a m  menyerap  d a n  menindaklanjut i
aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat;

c. menyusun r e n c a n a  k e g i a t a n  hear ing /d ia log  d e n g a n
pejabat pemerintah d a n  masyarakat  sesuai ketentuan
yang berlaku agar kegiatan terlaksana dengan baik;

d. melakukan a n y  !isis d a t a / b a h a n  d u k u n g a n  j a r i ngan
aspirasi sesuai  prosedur  d a n  ketentuan yang ber laku
sebagai bahan pelaksanaan reses DPRD;
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e. menyusun pokok- pokok pikiran DPRD berdasarkan
laporan hasil roses DPRD untuk bahan penyampaian
masukan DPRD dalam penyusunan Rencana Ketja
Pemerintah Daerah;

f. melakukan fasilitasi kerjasama Sekretariat DPRD dan
DPRD sesuai prosedur yang berlaku agar tercipta
hubungan kerja yang baik.

g. melakukan koordinasi dengan instansi/unit kerja/PD
terkait sesuai prosedur yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

h. mengevaluasi pelaksanaan S u b  Bag ian  Fasi l i tasi
Kerjasama dan Aspirasi dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di
masa mendatang;

i. melaporkan pelaksanaan hasi l  kegiatan Sub  Bagian
Fasilitasi Kerjasama dan Aspirasi sesuai dengan tugas
yang t e l a h  dilaksanakan secara berkala sebagai
akuntabilitas kinerja dan acuan penyusunan rencana
kegiatan mendatang; dan

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 16

(1) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah Pegawai
Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang memiliki
tugas memberikan pelayanan fungsional berdasarkan pada
keahlian dan keterampilan tertentu.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), mempunyai tugas mclaksanakan sebagian tugas dan
fungsi Sekretariat DPRD sesuai dengan keahlian d a n
kebtituhannya.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), kelompok jabatan fungsional mempunyai rincian
kegiatan dan unsur yang dinilai da lam pemberian angka
kredit y a n g  ditetapkan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(4) Kebutuhan Jabatan Fungsional dilingkungan Sekretariat
DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dan
ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku.

(5) Pembinaan t e rhadap  Kelompok Jaba tan  Fungsional
dilingkungan Sekretariat DPRD dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(6) Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung
jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama, Peja bat Administrator, Pejabata Pengawas yang
memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan
Fungsional.
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BAB IV
TATA KERJA

Pasal 17

(1) Penyelenggaraan tugas  set iap pimpinan organisasi d a n
kelompok jabatan fungsional dilingkungan Sekretariat DPRD
dilakukan dengan tata kerja yang berpedoman pada asas
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas :
a. asas kepastian hukum;
b. asas tertib penyelenggaraan negara;
c. asas kepentingan umum;
d. asas keterbukaan;
e. asas proporsionalitas;
f. asas profesionalitas,
g. asas akuntabilitas;
h. asas efisiensi;
i. asas efektifitas; dan
j. asas keadilan.

(2) Pelaksanaan tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi
baik dalam lingkungan Sekretariat DPRD, a n t a r  satuan
organisasi d i  lingkungan Pemerintah Daerah, serta dengan
instansi lain di luar pemerintah daerah.

BAR V
PENDANAAN

Papal 18

(1) Pendanaan pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD dibebankan
pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

(2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d isusun
dalam program d a n  kegiatan sesuai  t ugas  d a n  fungs i
Sekretariat DPRD.

(3) Pengelolaan belanja u n t u k  pelaksanaan tugas dan  fungsi
Sekretariat D P R D  sesua i  dengan  ke ten tuan  pe ra tu ran
perundang-undangan.

BAR VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Dalam hal penempatan dan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi
dan dlibatan Administrator di l ingkungan Sekretariat DPRD
dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
undangan yang berlaku.
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